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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah komponen yang terdiri dari ibu, ayah dan anak. lbu
dan ayah/orang tua memegang peranan penting dalam pembentukan
pribadi dan pendidikan anak, di dalam sebuah keluarga anak-anak lebih
dekat dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya, oleh karena itu
seorang ibu hendaknya pandai dalam mendidik anak-anaknya. Baik
buruknya pola asuh seorang ibu terhadap anaknya akan berpengaruh
besar terhadap perkembangan dan watak anak dikemudian hari.

Keluarga harmonis adalah keluarga yang berjalan dengan selaras,
serasi, disiplin, tolong menolong, dan saling menghargai. Kehidupan
harmonis akan berimbas pada rasa bahagia seluruh anggota keluarga.
Menurut Wahid orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu
Ibu dan Bapak, karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak,
maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian adalah hasil
dari ajaran orang tuanya tersebut. Sehingga orang tua memegang
peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak.*

Menurut Mansur Orang tua adalah orang yang mempunyai amanat

dari Allah untuk mendidik anak dengan penuh tanggungjawab dan dengan

! Wahib A. 2015. Konsep Orang Tua. Jakarta: Rajawali Pres, h. 2.



kasih sayang. Orang tua (keluarga) yang bertanggung jawab yang paling
utama atas perkembangan dan kemajuan anak.?

Orang tua dituntut untuk mentaati terlebih dahulu nilai-nilai yang
akan diupayakan kepada anak, dengan demikian bantuan mereka
ditangkap oleh anak secara utuh sehingga mudah untuk menangkap dan
mengikutinya. Misalnya, sebelum menyuruh anak sholat, terlebih dahulu
mereka telah mengerjakan atau segera menegakkan sholat. Teladan ini
menjadi dasar timbulnya kepercayaan atau kewibawaan orang tua dalam
diri anak-anak.*

Berdasarkan pengertian beberapa para ahli tersebut dapat
disimpulkan bahwa orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari
ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang
sah yang dapat membentuk sebuah keluarga, jadi orang tua memiliki
tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, membimbing anaknya
dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan
sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya
kedalam hidup bermasyarakat. Orang tua adalah pusat kehidupan rohani
anak, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari
terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya

dahulu.

2 Mansur. 2005. Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam. Pustaka Pelajar:
Yogyakarta. h. 318.

® Shochib, M. 2014.. Pola Asuh Orang Tua (dalam Membantu Mengembangkan
Disiplin Diri sebagai Pribadi yang Berkarakter). Jakarta: Rineka Cipta, h. 124-125.



Shochib menyatakan orang tua dapat merealisasikannya dengan
cara menciptakan situasi dan kondisi yang dihayati anak agar memiliki
dasar-dasar dalam mengembangkan disiplin diri. Orang tua telah
merealisasikan pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang menyebutkan: “Pendidikan
dalam keluarga memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang
mencakup nilai moral dan aturan-aturan pergaulan dan pandangan,
keterampilan, dan sikap hidup yang mendukung kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara kepada anggota keluarga yang
besangkutan (Penjelasan Umum).”*

Selanjutnya menurut Nur Hidayah pola asuh adalah sikap orang tua
yang demokratis menjadikan adanya komunikasi yang dialogis antara
anak dan orang tua dan adanya kehangatan yang membuat anak remaja
diterima oleh orang tua sehingga ada pertautan perasaan. Anak remaja
yang merasa diterima oleh orang tua memungkinkan mereka untuk
memahami, menerima, dan menginternalisasikan “pesan” nilai moral yang
diupayakan untuk diapresiakan berdasarkan kata hati’

Orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh
atas pendidikan anak-anak. Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang
selalu ada disampingnya. Anak akan meniru perangai ibunya dan
biasanya seorang anak lebih cinta kepada ibunya, apabila ibu itu

menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Ibu

*Ibid., h, 2.
® Ibid., h, 6.



merupakan orang yang mula-mula dikenal anak yang menjadi temannya
dan yang pertama untuk dipercayainya.

Menurut Kartini segala perilaku orang tua yang baik atau buruk akan
ditiru anak. Orang tua perlu menerapkan sikap dan perilaku yang baik
demi pembentukan kepribadian anak yang baik. Pola asuh yang baik
untuk pembentukan kepribadian anak yang baik adalah pola asuh orang
tua yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi orang tua juga
mengendalikan anak. Sehingga anak juga hidup dalam masyarakat, dan
bergaul dengan lingkungan dan tentunya anak mendapatkan pengaruh-
pengaruh dari luar yang mungkin dapat merusak kepribadian anak, akan
dapat dikendalikan oleh orang tua dengan menerapkan sikap-sikap yang
baik dalam keluarga serta contoh atau tauladan dari orang tua. Orang tua
bisa dianggap teman oleh anak akan menjadikan kehidupan yang hangat
dalam keluarga. Sehingga antara orang tua dan anak mempunyai
keterbukaan dan saling memberi. ®

Shochib orang tua bersikap otoriter dan yang memberikan
kebebasan penuh menjadi pendorong bagi anak untuk berperilaku agresif.
Orang tua yang bersikap demokratis tidak memberikan andil terhadap
perilaku anak unguk agresif dan menjadi pendorong terhadap
peerkembangan anak ke arah positif.”

Menurut Farington sikap orang tua yang kasar dan keras, perilaku

orang tua yang menyimpang, dinginnya hubungan antara anak dengan

® Kartono, Kartini. 1982. Peranan Keluarga Dalam Memandu Anak, Sari Psikolog
Terapan. Jakarta: Rajawali. h. 40
’ Shochib, M. Op.Cit., h. 4.



orang tua dan antara ayah dan ibu, orang tua yang bercerai, dan ekonomi
lemah menjadi pendorong utama anak untuk berperilaku agresif. ®
Pengaruh negatif yang timbul jika orang tua menggunakan hukuman
badan yang tidak konsisten terhadap anak, adalah kenakalan remaja yang
semakin menjadi. °

Berdasarkan pengertian beberapa para ahli tersebut dapat
disimpulkan bahwa pola asuh adalah perilaku orang tua yang baik atau
buruk akan ditiru anak, jika pola asuh orang tua menerapkan perilaku
yang baik maka anak akan meniru perilaku baik juga dan begitu juga
sebaliknya orang tua yang menerapkan pola asuh yang otoriter maka
anak juga bersifat otoriter dalam kehidupannya.

Bentuk kekerasan psikologis/emosional, kekerasan yang dialami
anak juga bisa berupa fisik dan seksual. Menurut The National Association
of Social Workers dampak kekerasan orang tua terhadap anak merupakan
siksaan emosional, fisik atau seksual yang dilakukan secara sadar,
sengaja, atau kasar diarahkan kepada anggota keluarga atau rumah
tangga.™®

Menurut Huraerah kekerasan emosional atau kekerasan verbal,
misalnya dilakukan dalam bentuk memarahi, mengomel, membentuk dan
memaki anak dengan cara berlebihan dan merendahkan martabat anak,
termasuk mengeluarkan kata-kata yang tidak patut didengar oleh anak.

Kekerasan fisik, bisa meliputi pemukulan dengan benda tumpul maupun

® Ibid., h. 5.
° Ibid., h. 8.
1% Huraerah, A.2006. Kekerasan terhadap anak, Bandung: Nuansa. H. 54



benda keras, menendang, menampar, menjewer, menyudut dengan api
rokok, dan menempelkan setrika pada tubuh, dan membenturkan kepala
anak pada tembok. Kekerasan seksual bisa dilakukan dalam bentuk
perkosaan. Pemaksaan seksual, pelecehan seksual, dan incest. **

Menurut Gelles, konsekuensi dari tindakan kekerasan anak dapat
menimbulkan kerusakan dan akibat yang lebih luas (far-reaching). Luka-
luka fisik, seperti: memar-memar (bruises), goresan- goresan (scrapes).
Efek psikologis pada anak korban kekerasan dan penganiayaan bisa
seumur hidup, seperti: rasa harga diri rendah (a lowered ense of self
worth), ketidak mampuan berhubungan dengan teman sebaya (an inability
to relate to peers) *2.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan,
yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan
pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan
suatu negara, tak terkecuali indonesia *. Sehubungan dengan hal
kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan bahwa oleh karena
anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki
kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi
terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan

anak tersebut. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya

" bid., h. 55.

* Ibid., h. 46.

'3 Nashriana. 2011. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Raja
Grafindo Persada, Jakarta. him 1.



dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan
bimbingan negara, bilamana perlu, oleh negara sendiri.

Seperti pada perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7267 K/Pid.Sus/2022 bahwa pada saat Anak korban Bayu Andi
Firmansyah dan Anak korban Uje Al Ghazali keluar dari dapur rumah
saksi Rudi Santoso bin Slamet (berkas terpisah), Terdakwa yang berada
di rumahnya di Jalan Pacar Kembang Gg. 8 No. 34 A Surabaya
memanggil Anak korban Bayu Andi Firmansyah dan Anak korban Uje Al
Ghazali namun Anak korban Bayu Andi Firmansyah menolak, lalu
Terdakwa memanggil lagi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengancam akan
membunuh Anak korban Uje Al Ghazali apabila Anak korban Bayu Andi
Firmansyah tetap menolak, kemudian Anak korban Bayu Andi Firmansyah
menghampiri Terdakwa dan oleh Terdakwa diajak masuk ke dalam kamar
sedangkan Anak korban Uje Al Ghazali disuruh menunggu di depan
kamar, selanjutnya saat di dalam kamar Terdakwa melepas celana yang
digunakan oleh Anak korban Bayu Andi Firmansyah dan menyuruh Anak
korban Bayu Andi Firmansyah untuk menghadap tembok lalu badan Anak
korban Bayu Andi Firmansyah diarahkan untuk menghadap Terdakwa
kemudian dalam posisi jongkok Terdakwa menyuruh Anak korban Bayu
Andi Firmansyah untuk mengulum kemaluannya, setelah itu Terdakwa
mengatakan, “wes metuo ganti adekmu” (sudah keluar sana ganti adikmu)
lalu Anak korban Bayu Andi Firmansyah memakai celananya dan keluar

untuk menyuruh Anak korban Uje Al Ghazali masuk



Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut
mengenai perbuatan cabul dengan judul tesis: Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Atas Tindakan Pencabulan Yang Dilakukan Orang
Dewasa (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

7267 K/Pid.Sus/2022).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan hukum atas perlindungan terhadap anak atas
tindakan pencabulan dari orang dewasa?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas tindakan pencabulan
yang dilakukan terhadap anak oleh orang dewasa?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 7267 K/Pid.Sus/2022?

C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini
adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum atas
perlindungan terhadap anak atas tindakan pencabulan dari orang
dewasa.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana atas

tindakan pencabulan yang dilakukan terhadap anak oleh orang dewasa.



3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7267

K/Pid.Sus/2022

D. Manfaat Penelitian
Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk
memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan
penelitian lain yang sejenis mengenai tindak pidana cabul.

2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang
saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang

pencabulan terhadap anak kandung.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
1. Kerangka Teori
Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada
dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan
yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik
adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan

penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.™*

4 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.



10

Kata teoritik atau teoritis atau theorical berarti berdasarkan pada
teori, mengenai atau menurut teori.'® Kata teori berasal dari kata theoria
dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata theoria itu sendiri
berasal dari kata thea yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil
pandang. *®* Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah
merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis
diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum
dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru
sebagai preskrepsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.” *’
Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana
teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada
landasan filosofisnya yang tertinggi.*®

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari
mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian
itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. *
Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang

penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta

memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang
semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan

® Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty,
Yogyakarta, 2001, h. 156

® Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika
Masalahnya, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

Ypeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media,
Jakarta, 2010, h. 35

18Satjipto Rahardjo, lImu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

“Ibid., h. 253.
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ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan

demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan

dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.®
a. Teori Penegakan hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya
penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur
hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”?‘Ketiga subsistem yang ada
dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa
atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang
dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup
keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun.
Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya
aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books).

Sebagai negara yang masih menganut sistem civil law sistem atau

sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-

undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo

Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis

sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan

hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.*

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan

merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur

dan berkelanjutan (sustainable development) disetiap sektor antara lain

?%pid.

L Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh
Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, Teori dan
Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, Rajawali Pers, Jakarta,
1990, h. 120.

#Ipid. h. 20.
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politik, ekonomi, demografi, phisikologi, hukum, intelektual maupun
teknologi.”*®

Suatu penelitian  hukum difungsikan sebagai sarana untuk
pembaharuan masyarakat (Law as a tool of social engineering) agar
pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang
diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan
konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh
Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep Bureucratic and
Social Engineering.

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang
peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk
mewujudkan masyarakat madani.? Kemudian Mochtar Kusumaatmadja
memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam
pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum
Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas
premis atau prinsip sebagai berikut:*

a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh

perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa
perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang

teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan
atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau

23 Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11.

* Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori
Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012,
h. 64.

*Ipid., h. 65-66.



13

menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan
kekerasan semata-mata.

b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan
tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka
hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat
diabaikan dalam proses pembangunan.

c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan
ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah
sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan
dalam masyarakat.

d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang
hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai
pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku
dalam masyarakat itu.

e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat
diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan
tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-
rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk
perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang
sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan
dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak
dapat diabaikan dalam proses pembangunan.®

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem
tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum
formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan
kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. 2’ Struktur hukum disebut
sebagai sistem struktural yang menentukan apakah suatu perbuatan

dapat dijangkau oleh hukum.

* Emma Nurita. CybernotaryPemahaman Awal dan Konsep Pemikiran. Refika

Aditama, Jakarta, 2014, h. 96.
2 Soerjono Soekanto, Op. Cit., h. 59.
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Budaya/kultur hukummenurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya
mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang
merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai—
nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang
mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.?® Menurut
Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan
atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya
hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun
menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya
hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di
dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann,
budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap
sistem hukum.?®

Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia
terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta
harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan
sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau
disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum
masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan
tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir

masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat

*Ibid., h. 59-50.
29 Jimlly Asshiddigie, Teori Hukum Hens Kelsen, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h.
21-22
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kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator

berfungsinya hukum di masyarakat.

b. Teori Perlindungan Hukum
Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang
melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh
pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya
pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran
serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam
melakukan suatu kewajiban.*

b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif
merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda,
penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah
terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.*

Menurut Jhon Locke, masyarakat yang ideal adalah masyarakat
yang tidak melanggar hak asasi manusia. Jhon Locke menjelaskan
bahwa hak-hak tersebut tidak diserahkan kepada penguasa ketika kontrak
social dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan
lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak bersifat mutlak. Namun

sebaliknya kekuasaan penguasa tersebut bertujuan untuk melindungi hak-

hak dasar tersebut.

**Muchsin. Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister llmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004),h. 3
*!bid .h. 20
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Begitu pula halnya dengan hukum, sebagai peraturan yang dibuat
Negara, maka hukum bertugas untuk melindungi hak-hak dasar
tersebut.* Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari
munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam
atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid
Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa

hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi,
serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut
aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan
aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang
diwujudkan melalui hukum dan moral.®

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa
hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai
kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas
kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat
dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah :

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki

otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu

diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan
yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan

segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada
dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk

%2 Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan
Generasi, Penerbit Genta Publishing, Yokyakarta, 2010, h. 72-72.
% Satjipto Rahardjo, Op. Cit., h. 53.
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mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan
antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili
kepentingan masyarakat.®*

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah :

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang
dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada
masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan
oleh  hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan
perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,
melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk
mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan
politik untuk memperoleh keadilan sosial.*

Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa :

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang
bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif
bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan
tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan
keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif
bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk
penangananya di lembaga peradilan.®

Suatu hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki
kekuatan mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu
peristiwva hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian
hukum. Hens Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki,
menjelaskan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan

yang menekan aspek “seharusnya” atau “das sollen”, dengan

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.

Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum

menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam
masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat

*Ibid., h. 54.

*Ibid., h. 55.

% Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina limu,
Surabaya 1987. h. 29.
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dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan

kepastian hukum.®’

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Dominikus Rato, kepastian
hukum mengandung dua makna, pertama adanya aturan bersifat umum
membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh
dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat
umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau
dilakukan oleh negara terhadap individu.®® Kepastian hukum menegaskan
bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-
hubungan pergaulan kemasyarakatan.

Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas
hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin
keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang
yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam
pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan
kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-
banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu
tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu

dibuat berdasarkan “rechtswerkelijkheid” (kenyataan hukum) dan dalam

% peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Prenada Kencana Media
Group, Jakarta, 2008, h. 158.

% Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, Laskbang
Pressindo, Yokyakarta, 2010, h. 59.
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undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan
berlain-lainan.*®
Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme
hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber
hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata
penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.*> Undang-undang
dan hukum diidentikkan,** Hakim positivis dapat dikatakan sebagai corong
undang-undang. Artinya, setiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah
masyarakat haruslah memiliki sarana atau undang-undang yang
mengaturnya, sehingga peristiwa tersebut dapat memiliki kekuatan hukum
dan memperoleh perlidungan hukum.
Kepastian hukum merupakan suatu asas mutlak ada dalam suatu
negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep rechstaat lahir
dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya
revolusioner, sebaliknya konsep rule of law berkembang secara
evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria rechstaat
dan rule of the law itu sendiri.*?
c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan

sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan

% peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., h. 35.

40 Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT.
Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, h. 42-43.

*! Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam
Perkara Pidana, Alumni, Bandung, 2005, h. 120.

42 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina limu,
Surabaya, 1998, h. 72.
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pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena
perbuatannya itu.*?

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau
suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang
tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak  dapat
bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak
mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban
pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak
pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.
Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu
hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum,
namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila
didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya
kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah
asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas
dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya
pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang
salah dan Dbertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya
pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang
diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu
yang telah disepakati.**

* Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan
Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 33.
* Chairul Huda, Op.Cit, h. 68
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Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam
pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana
tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya
menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau
dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak
pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang
yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau
tidak.

Pertanggungjawaban pidana dala comman law system selalu
dikaitkan dengan mens rea dam pemidanaan (punishment).
Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyrakatan
yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagi fungus,
fungsi disni pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana
sehingga pertanggubgjawaban disini memiliki fungsi control sisosial
sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law
system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawban
pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagi suatu pikiran
yang salah (a guilty mind). Guilty mind mengandung arti sebagai suatu
kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena
pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang
tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana

dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak
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adanya pikiran yang salah (no quilty mind) berarti tidak ada
pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai
kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan
perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran
terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab
atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur
pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi
seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang
terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan
terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum,
dan sebagi suatu control karena setiap orang yang melakukan
pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai system
pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP
sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun
kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengjaan
maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan
kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat
para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat
simpulakan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur

kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh
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pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan
perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana
maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan
juga harus dibuktikan.*

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari
peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung
jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unusur-unsur tersebut tidak
dapat dibuktikan kebenarannya makan seseornag tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi
batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam
membeda - bedakan hal - hal yang baik dan yang buruk atau dengan
kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu
perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk
menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor
akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara
perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan,
sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya
dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak
diperbolehkan.*®

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal
pembuat yang dapat dilihat dari akalnya mampu membeda -
bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak
boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda - bedakan
perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan,
menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan
dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. dapat
dipertanggung jawabkan karena akalnya yang sehat dapat
membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang

* Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta,
Rajawali Pers, 2015, h. 52
** Mahrus Ali, 2011, Dasar - Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, h. 171
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ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan untuk selalu berbuat
sesuai dengan yang ditentukan hukum.*’

Seseorang yang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya
sehat, apabila;

1. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya

bertentangan dengan hukum

2. ila dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran

tersebut.*®

Dalam KUHP, ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab
diatur dalam buku | bab Il Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: “barangsiapa
melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu
karena penyakit, tidak dipidana.”

Dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang
jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan
karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya
bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar dari
kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan

secara hukum.

47 fpa:
Ibid.
*® Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum
Pidana. Bandung. 1991. h. 74
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2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, conceptus yang memiliki arti
sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya
penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah
untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan
realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek
penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah
untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu
istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan
pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan
pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu
dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai
berikut:

1. Perlindungan Hukum
Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa
hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan
berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu
lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu
hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai
kepentingan di lain pihak..”*

2. Anak menurut Pasal 1 angka 1 UUPA : “Anak adalah seseorang yang

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

dalam kandungan.”

9 Chairul huda, Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada
Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan,Kencana, Jakarta, 2011, h. 71



26

3. Cabul
Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU
KUHP vyang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam
lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya: a. Seorang laki-laki
dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan
pada alat kelaminnya. b. Seorang laki-laki merabai badan seorang
anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju
anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya.
Pelaku  melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu
seksualnya®.
F. Keaslian Penelitian
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan
Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat
beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang
berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian
dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki
keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:
1. Tesis Beni Candra, NIM : B 2173011017 mahasiswa Program
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2020.
Judul skripsi yang menjadi topik/tema dalam penelitian ini
adalah mengenai: “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif
Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak
Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah

Penanganan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

dan Hukum Positif? Batasan Tindak Kekerasan sebagai Upaya

*% Soedarso, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 65.
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Prevetif dan Represif terhadap Anak menurut Ketentuan Hukum
Keluarga Islam?

2. Tesis Salmah Novita Ishag, NIM: P0902215020, Mahasiswa
Konsentrasi Hukum Kepidanaan Program Studi Magister IImu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017

Judul penelitian/Tesis: “Perlindungan Hukum Bagi Anak
Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual”

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Kekerasan
Seksual?. Kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual menurut
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan anak .
Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang

diketahui, penelitian Tentang: Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Atas Tindakan Pencabulan Yang Dilakukan Orang Dewasa (Studi
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7267
K/Pid.Sus/2022) belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun
dari subtansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya.
Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan

kemurniannya.
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G.Metode Penelitian
1. Sifat dan Jenis Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif,
artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan
halhal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta
atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual
dan cermat.”® Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-
mata menggambarkan suatu objek untuk menggambil kesimpulan-
kesimpulan yang berlaku secara umum.>?

Penelitian ini adalah jenis penelitian adalah menggunakan
pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitiannya, yakni penelitian
yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengeumpulan data
sedalam-dalamnya. *>* Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk
mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami
situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif, penelitian
kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejalanya dengan
menginterprestasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari berbgai

arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya. atau

°L Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7

°2 Sutrisno Hadi, Metodologi Research |, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak.
Psikologi UGM, 1986), h. 3

>3 Kriyantono, Rachmat, Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis
Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi
Pemasaran, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 56
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menyimpulkan kombinasi dari berbgai arti permasalahan sebagaimana

disajikan oleh situasinya.>*

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam
penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan
undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach),
pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual
approach).>

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan
undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case
approach). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan

dengan menelaah putusan pengadilan atas suatu kasus yang terkait

3. Objek Penelitian
Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7267 K/Pid.Sus/2022.

> Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya,
1990), h. 5
*® peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93
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4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan
hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini
merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan
mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-
undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat
kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun
penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut

pengelompokan yang tepat.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini
adalah penelitan hukum normatif atau penelitan hukum
kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian
ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang
diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto
merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian
ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau
penelitian hukum kepustakaan.>®

% Soerjono Soekanto, Op.Cit., h. 13-14.
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b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data
dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat
kedua diperolen data. Data sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri
dari:

1) UUD 1945;

2) KUHP

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak

4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7267
K/Pid.Sus/2022;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya
ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet,
e-book, dan makalah.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam
menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan
(library research); Dengan metode ini penulis dapat

mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari
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pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta
sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian

permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam
penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian
mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data
kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan
yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan
pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang
menjadi sasaran atau objek penelitian.®’

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang
logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang
berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang
hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian

melakukan konklusi dari penelitian tersebut

°" Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.
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PENGATURAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN TERHADAP
ANAK ATAS TINDAKAN PENCABULAN DARI
ORANG DEWASA

A.Pengertian Korban

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan korban, korban adalah
seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian
ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, korban adalah (orang)
yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dsb) sendiri
atau orang lain®®.

Menurut 1.S. Susanto korban dibagi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu
dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah
korban kejahatan, sedangkan dalam artiluas meliputi pula korban dalam
berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-
wenangan dan lain sebagainya®’.

Menurut Boy Mardjono Reksodiputro, ada 4 (empat) pengertian
korban yaitu:

1) Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan,

penganiayaan, pencurian.

*® W.J.S. Poerwadarminta, Loc Cit
%% |.S. Susanto, Kriminologi, (Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1995), h. 89
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2) Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan,
perdagangan narkotika secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan
kejahatan melalui computer.

3) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi
(illegal abuses of economic power) seperti pelanggaran terhadap
peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap
peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan
perdagangan  oleh  perusahaan-perusahaan trans-  nasional,
pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain
sebagainya.

4) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum
(illegal abuses of public power) seperti pelanggaran terhadap hak asasi
manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk
penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain
sebagainya®.

Menurut Arif Gosita, korban perkosaan adalah seorang wanita, yang
dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh
dengan orang lain di luar perkawinan®®,

Dari definisi di atas dapat ditarik beberapa pengertian sebagai

berikut®?:

* J.E. Sahetapy, Op Cit, h. 96-97

®! Arif Gosita, Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban
Perkosaan (Beberapa Catatan), (Jakarta, IND.HILL-CO, 1987), h. 12

* Ibid, h. 12-13
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1) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek)
sedangkan ada juga laki-laki yang diperkosa oleh wanita.

2) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini
berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan
tindakan perlakuan pelaku.

3) Persetubuhan di luar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai
dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap
wanita tertentu.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and
Abuses of Power mendefinisikan korban sebagai berikut: “Victims” means
persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including
physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial
impairment of their fundamental rights, through acts or ommisions that are
in violation of criminal laws operative within Member States, including
those laws proscribing criminal abuse of power.

(Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara
perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk
kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis
atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan
atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang
berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang

penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana).
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B. Tipe Jenis-Jenis Korban

Menurut Bambang Waluyo, yang dimaksud dengan korban adalah
“orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental,
kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau
usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan
lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan
fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak
pidana®. Sedangkan menurut Arif Gosita, menyatakan yang dimaksud
dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah
sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri
atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi
yang menderita”.%*

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang
perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya
banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi,
pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan,
institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat
dijabarkan sebagai berikut :

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat
penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non materiil;
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian

dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian

08 Bambang Waluyo, op.cit, h.9
® Arif Gosita. 1993, Masalah Korban Kejahatan kumpulan karangan. Jakarta,
Akademik presindo h 1
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berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta

maupun bencana alam;

. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang

didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia
dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang
dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut
yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang
ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan
manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung

jawab;

. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang

diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil
pembangunan serta hak sipil, hal politik, hak ekonomi, hak sosial, hak
budaya tidak lebih baik setiap tahun.®®

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku

Indonesia adalah sebagai berikut :

. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3)

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka (3)
menyebutkan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik,
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak

pidana.

% Ibid, h.11.
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2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka (3)
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi
Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman
kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 angka (5)
tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyebutkan: Korban
adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami
penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi,
atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak
dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia
yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya.

Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaksud dalam
UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang
diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

a. Setiap orang;

b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;

c. Kerugian ekonomi;

d. Akibat tindak pidana

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok

yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
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Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk
eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain,
misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek
serupa perbudakan itu.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan,
pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang
untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang
tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya dengan
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi
bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang
memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan
paksa, perbudakan dan praktek-praktek serupa perbudakan. Kerja paksa
atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara,
rencana atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia
tidak melakukan perbuatan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi
tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.
Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain.
Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang
dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu
menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh

orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.
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C. Penderitaan Korban
Tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam realita kehidupan
sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-
was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang
seringkali tidak berdaya dimata praktek peradilan pidana. Artinya, derita
korban tidak dijembatani oleh penegak hukum, dalam hal ini hakim, yang
berkewajiban menjatuhkan vonis. Terbukti, putusan-putusan yang
dijatuhkan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan pada
korban.
Pentahapan penderitaan korban tindak pidana perkosaan dapat
dibagi sebagai berikut®®:
1. Sebelum Sidang Pengadilan
Korban tindak pidana perkosaan menderita mental, fisik dan sosial
karena ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan
terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk
bukti adanya tindak pidana perkosaan, ia harus menceritakan peristiwa
yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa
ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada
pembalasan terhadap dirinya.
2. Selama Sidang Pengadilan
Korban tindak pidana perkosaan harus hadir dalam persidangan

pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam

® Arif Gosita, Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban
Perkosaan, Op Cit, h. 17-20
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memberikan kesaksian harus mengulang cerita mengenai pengalaman
pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa perkosaan. la dihadapkan
pada pelaku yang pernah memperkosanya sekaligus orang yang
dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara
dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku.
Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat
terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Tidak jarang
terjadi bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana perkosaan
yang lebih mampu mental, fisik, sosial daripada dirinya. Disini ternyata
perlu disediakan pendamping atau pembela untuk pihak korban tindak
pidana perkosaan.
3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana perkosaan
masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak
mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya
tetap menjadi tanggungannya. la tetap dihinggapi rasa takut akan
ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam
keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia telah
cacat. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku
tindak pidana perkosaan telah dihukum bukanlah penanggulangan
permasalahan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan korban

tindak kekerasan seksual sangatlah kompleks. Permasalahan yang
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dihadapi tidak hanya perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga
terjadi dalam proses hukum terhadap kasus yang menimpanya.
Perempuan korban tindak kekerasan seksual bisa menjadi korban ganda
dalam proses persidangan dan bisa juga mendapat perlakuan yang tidak
adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri.

Hal itu tersebut senada dengan pendapat dari Rahma Sugihartanti
yang menyatakan, “dapat kita bayangkan, bagaimana mungkin seorang
perempuan yang lembut dan lugu dapat bertahan bila selama
pemeriksaan mereka kembali ‘ditalanjangi’ dan harus mengulangi kembali
kisah berikut rekonstruksi aib perkosaan yang dialaminya”. Belum lagi bila
perempuan yang menjadi korban perkosaan itu menjadi bulan-bulanan
berita pers. Detail peristiwva perkosaan yang diekspose pers mungkin
justru menjadi semacam “perkosaan baru” yang tak kalah memalukan
bagi korban®’.

Pernyataan di atas senada dengan pendapat dari Lidya Suryani W.
dan Sri Wurdani yang menyatakan, “berbeda dengan korban kejahatan
konvensional lainnya, korban perkosaan mengalami penderitaan lahir
maupun batin. Keputusan korban untuk melaporkan kejadian yang
menimpa dirinya pada pihak yang berwajib bukanlah keputusan yang
mudah. Peristiwa yang begitu traumatik dan memalukan harus dipaparkan
kembali secara kronologis oleh korban. Belum lagi sikap dan perlakuan

aparat penegak hukum yang kadang memandang sebelah mata terhadap

® Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, Wanita, Dari Subordinasi dan
Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan, (Surabaya, Airlangga Univrsity Press, 1996), h.
15
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korban, karena pandangan umum selama ini terhadap korban perkosaan
adalah sebagai orang yang buruk laku. Prosedur pemeriksaan sejak dari
penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan harus dilalui
oleh korban, sama seperti korban kejahatan lain apabila memperjuangkan
hak perlindungan hukumnya. Proses peradilan pidana demikian
menambah daftar penderitaan korban”®®,

Bagong Suyanto memaparkan pula, “anak-anak korban perkosaan
(chield rape) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung
akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang
tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri.
Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus
menerus mengahantui korban, sehingga tidak jarang mereka memilih
menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua
penderitaannya®.

Markom dan Dolan menyebutkan tentang akibat yang lebih parah,
“‘perkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis.
Tujuan dari prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan)
termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional,
propylaksis untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap

kemungkinan terjadinya kehamilan””.

% Suparman Marzuki, Op Cit, h. 193-194

* Bagong Suyanto, Op Cit, h. 10

® Abul Fadl Mohsin Ebrahim, Isu-isu Biomedis dalam Perspekti Islam, Aborsi,
Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Terjemahan Sari Meutia), (Bandung, Mizan,
1998), h. 147
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Berbagai pendapat pakar mengenai akibat perkosaan di atas dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga

akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata
suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait
dengannya.
Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan
rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi
kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan
curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik
padanya.

2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat
lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak
ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat
perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma
keagamaan.

3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka
pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin
perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ
tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan
perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk
berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari

korban.
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4. Tumbuh rasa kekurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi
hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita
perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan
kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara
diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah
mentalnya akibat ditekan secara terus menerus oleh proses
penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.

5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa
berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat
saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran
dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam
pada laki-laki dan mencari penghargaan’.

Sudah diungkapkan bahwa korban perkosaan mengalami
penderitaan pada saat perkosaan dan berlanjut berminggu-minggu,
berbulan-bulan bahkan sepanjang sisa hidupnya. Mereka sangat
menyesali dirinya sendiri. Secara sederhana dampak perkosaan dapat
dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik
Antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika
berhubungan seksual, luka pada bibir (Ilesion on lip caused by scratch),

luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu,

' Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Op Cit, h. 82-83



46

infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak,
penyakit kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.

2. Dampak secara mental
Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous,
ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat
hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak
percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa
bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit
berhadapan dengan publik dan temantemannya, membenci apa saja,
menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial
Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan
dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit
membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria,

menbghindari setiap pria, dan lain-lain”%.

D. Perlindungan Anak Sebagai Korban Cabul

Perbuatan cabul diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, yang terdapat pada BAB XIA tentang aturan
larangan. Dijelaskan dalam Pasal 76E, bahwasannya “Setiap orang
dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

2 Topo antoso, Op Cit, h. 40-42
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membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul” (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
2014). Berdasarkan pasal ini, dapat kita analisa bahwa bentuk dari
perbuatan cabul itu terbagi atas 2:

1) Membujuk untuk dilakukannya Perbuatan Cabul

Membujuk atau Verleiden berarti perbuatan yang dilakukan untuk
mempengaruhi keinginan orang lain sehingga keinginan orang tersebut
sama dengan keinginannya sendiri. Persuasi mengacu pada hal-hal
yang menarik keinginan orang lain yang menggoda mereka.

Sifat rayuan lebih tepatnya berhubungan dengan orang yang
diyakinkan untuk menjadi anak-anak, yaitu, secara fisik tidak bersalah
atau tidak bersalah dan lebih mudah dipengaruhi oleh keinginan
mereka daripada orang dewasa.”® Dalam perbuatan cabul, orang yang
melakukan perbuatan asusila tersebut merupakan korban paksa. Pada
rumusan pasal tidak dijelaskan kepada siapa perbuatan cabul
dilakukan, akan tetapi secara umum perbuatan cabul dilakukan kepada
orang yang memaksa anak tersebut. Sebagai contoh bentuk dari
paksaan perbuatan cabul itu :

a. Memaksa orang lain untuk mengelus-ngelus alat kelaminnya,;
b. Seorang laki-laki memaksa perempuan untuk menjilati bagian

tertentu pada tubuhnya;

8 Adami Chazawi, Tindak Pidana mengenai kesopanan, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2007, h. 86
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c. Memaksa seorang perempuan untuk bertelanjang bulat;
d. Memaksa memasukkan sesuatu benda ke alat kelaminnya.”
2) Membiarkan dilakukannya perbuatan cabul
Maksud dari membiarkan dilakukannya perbuatan cabul adalah
korban yang dipaksa adalah pasif. Pasif dalam artian, anak yang
menjadi korban pencabulan tidak melakukan tindakan apapun, atau
tidak berdaya. Sedangkan yang bertindak aktif adalah si pelaku atau si
yang memaksa. Adapun bentuk dari perbuatan ini :
a. Mencium mulut seorang perempuan, dan bagian tubuh lainnya
b. Meremas buah dada seseeorang
c. Memegang payudara;
d. Memegang alat kelamin perempuan;
e. Mengelus-ngelus atau memegang vagina, dsb.”

Perbandingan antara KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak
dalam hal tindak kekerasan seksual terhadap anak, khususnya
perkosaan, menunjukkan perbedaan dalam beberapa aspek, seperti
penalti, ancaman pidana, dan pengaturan tambahan. KUHP 2023
mengatur perkosaan terhadap anak dengan sanksi pidana kumulatif,
sedangkan Qanun Hukum Jinayat (di Aceh) mengatur sanksi pidana
tunggal alternatif. Selain itu, KUHP 2023 tidak mengatur sanksi cambuk
dan restitusi, sementara Qanun Hukum Jinayat mengaturnya.

Berikut adalah tabel perbandingan lebih rinci:

" Ibid., 79
S |bid h. 79-80
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Aspek KUHP (Bab XIV) UU Nomor 1 Tahun | UU Nomor 1 Tahun
2023 (Bab XV) 2023 (Bab XV)
Definisi Persetubuhan tanpa | Persetubuhan tanpa |Persetubuhan  dengan
Perkosaan kesepakatan kesepakatan kekerasan atau
dengan anak-anak dengan anak-anak |ancaman kekerasan

memaksa anak
melakukan
persetubuhan.

Ancaman Paling lama 15 | Paling lama 15 |Paling lama 15 tahun

Pidana tahun penjara tahun penjara penjara

Sanksi Tidak mengatur | Tidak mengatur [Tidak mengatur sanksi

Tambahan sanksi cambuk atau | sanksi cambuk atau |cambuk atau restitusi

restitusi

restitusi

Unsur-unsur Perlu Perlu Perlu  memperhatikan
Tindak memperhatikan memperhatikan unsur-unsur setiap
Pidana unsur-unsur  setiap | unsur-unsur setiap |pasal
pasal pasal
Perlindungan Terintegrasi dalam | Terintegrasi dalam |[Terintegrasi dalam Bab
Anak Bab XV tentang | Bab XV tentang [XI A tentang Larangan
Kejahatan terhadap | Kejahatan terhadap
Kesusilaan Kesusilaan

Catatan:

1. KUHP 2023 mengatur perkosaan terhadap anak dengan sanksi pidana
kumulatif, yang artinya pelaku dapat dikenakan beberapa jenis
hukuman sekaligus.

2. Qanun Hukum Jinayat (di Aceh) mengatur sanksi pidana tunggal
alternatif, artinya pelaku dapat dikenakan satu jenis hukuman saja dari
beberapa pilihan.

3. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak mengatur sanksi cambuk

dan restitusi, sementara Qanun Hukum Jinayat mengaturnya.
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4. Perlu diingat bahwa selain UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,
terdapat juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur kejahatan
seksual.

5. Selain KUHP dan UU TPKS, perlindungan anak dari kekerasan seksual
juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, khususnya Pasal 54.

6. Hak-hak korban kekerasan seksual diatur dalam Pasal 68.

Perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul diatur
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tetang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Pada Pasal 69A. Dimana dijelaskan “Perlindungan Khusus bagi anak

korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat

(2) huruf j dilakukan melalui upaya :

a. “Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai
kesusilaan;

b. Rehabilitasi sosial;

c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat
pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan
pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Selanjutnya diatur juga didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
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2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak berkonflik dengan
hukum dan anak korban tindak pidana, Berdasarkan Pasal 64 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang
diubah menjadi:

“Perlindungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 Ayat (2) huruf b dilakukan
melalui”:

a. “Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan memperhatikan
kebutuhan sesuai dengan umurnya,

b. Pemisahan dari orang dewasa,;

c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;

e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang
kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur
hidup;

g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali
sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak
memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

I. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya,

j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya
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oleh Anak;
k. Pemberian advokasi sosial;
|. Pemberian kehidupan pribadi;
m.Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
n. Pemberian pendidikan;
0. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”



